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Sehua%a ijauan Sosislogi Politik tentang Perkembangan Demokrasi -
dan Negaa'a-Bangsa indonesia

- Daniel Sparringa

Fendahuluan

“Tulisan ini mencoba ‘membahas
bagaimana demokrasi sebagai sebuah
konsepsi yang mengalami - perkem-
bangan sejarah yang amat kompleks
itu  dipahami dalam " perspekiif
sosiologis. Di samping persoalan-
persoalan yang menyangkut strukiur
dan  budaya, demokrasi sering
mendapatkan interprefasi yang bersifat
lokal dan partikular yang fidak jarang
malah menyingkirkan elemen-elemen
yang bersifal universal.  Praklik
demokrasi  Orde Baru - diangkat
sebagai kasus dan sekaligus pijakan
untuk ‘melihat kemungkinan mengem-
bangkan sebuah wacana dan prakiik
demokrasi vang lebih masuk akal bagi
sebuah  eksistensi negara-bangsa
Indonesia.

Pemahaman demokrasiw. sebagai
sebuah proses, di samping mengisya-
ratkan pentingnya usaha untuk
membangun lembaga-lembaga politik
juga  mengabarkan  pentingnya
masyarakat pada umumnya dan elite
politik pada khususnya mengembang-
kan kesadaran-kesadaran politik yang
memungkinkan interaksi di antara
glemen-clemen demokrasi berlang-
sung secara konstruktif. — Secara
keseluruhan, tulisan ini dihasratkan
mencakup isu-isu strategis yang

kemungkinannya untuk menghadirkan
sebuah masa depan Indonesia yang
lebih menjanjikan berikut berbagai
tantangan dan risikonya.

Pada akhimya, melalui fulisan inj,
gaya ingin menunjukkan bahwa
demokrasi bukanlah merupakan satu-
satunya isu strategis dalam iransisi di
indonesia. Kebuiuhan untuk membuat
reposisi yang produkiif atas perubahan
di tingkat nasional dan global adalah
isu strategis lain yang menuntutkan
sebuah respon baru yang lebih masuk
akal untuk memungkinkan gagasan-
gagasan  besar = fentang  negara-
bangsa, demokrasi, dan globalisasi itu
menghasilkan sebuah konsepsi politik
yang lebin sesual dengan perubahan

lingkungan strategis.
Demokrasi sebagai Pengalaman
Kuitural

Sejak figa dekade terakhir dunia
menyaksikan kemajuan yang luar
biasa dalam perkembangan demokra-
si. Sejak 1972 jumlah negara yang
mengadopsi sistem politk demokrasi
telah meningkat lebih dari dua kali
lipat, dari 44 menjadi 107 (McColm,
1993). Dari 187 negara saat ini di
dunia, lebih dari 58 persen di
antaranya mengadopsi pemerintahan
demokratis, masing-masing dengan
variasi  sistem  politk  tertentu.



sefelah - jatuhnya - pemeriniahan
komunis. ci akhir ahun 80-an dan
karenanya felah-menjadikan demok-
rasi sebagai-“satu-satunya alternatif
yang sah ferhadap berbagai bentuk
refim oforitarian” (Sin, 1994). Secara
sosiologis. mungkin ini merupakan
salaf satu perubahan terpenting yang
menandai tahun-tahun akhir milineum
kedua; sebuah perkembangan yang
oleh .Huntington - dikonseptualisaikan
sebagai “gelombang ketiga demokrati-
sasi” (Huntington, 1991).

Secara konseptual, pembangunan
demokrasi di sebuah negara tidak lagi
difihat sebagai hasil-hasil dari tingkat
modemisasi  yang  lebih  ftinggi
sebagaimana ditunjukkan  melalui
indikator-indikator kemakmuran, struk-
tur Kklas borjuasi, dan independensi
ekonomi dari akior-aktor eksternal.
Melainkan, lebih dilihat sebagai hasil
dari interaksi-interaksi dan pengatu-
ran-pengaturan, strategis di  aniara
para elite, pilihan-pilihan sadar atas
berbagai bentuk konstitusi demokratis,
dan sistem-sistem pemilifan. umum
dan kepartaian (Karl, 1994). Pemikir:
an ini didasarkan pada argumentasi
sentral bahwa pengalaman Barat
tentang demokrasi tidak akan dapat
divlang dengan arah yang sama di
negara-negara sedang berkembang. !

Sebagai sebuah konsep teoritis
maupun politis, demokrasi jefas sekali
terikat oleh faktor-faktor kesejarahan

! Banyak perspeldif yang digunakan untuk
menjelaskan fenomena ini. Lihat misalnya:
Biamary mmel Doolae (4003 % sTore 38 ot
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yang terjadi di Eropa Sepanjang abad.
17 hingga 19. Prosesnva sendiri telah -
dimulai pada abad pertengahan ketika

dunia, khususnya Eropa, dilanda
reformasi, dan kemudian revolusi
sosial.  Reformasi intelektual yang

mengubah  Eropa, dan kemudian
dunia, merupakan proses sosial dan
sejarah yang amat panjang, bahkan
prinsip-prinsip dasamya mungkin telah.
di awali dengan diperkenalkannya
institusi modern yang disebut dengan
universitas (Sin, 1994: 139). Dalam
buku klasiknya yang terkenal itu, The
Triumph of Science  and Reason,
Nussbaum  (1983) dengan jelas
memberikan Hustrasi sejaran tentang
bagaimana masyarakat modem Eropa
digerakkan oleh berbagai kekuatan
yang saling berkaitan. Dalam hal
demikian - itu, Nussbaum menyebut
faktor-faktor seperti surutnya monopoli
institusi  gereja, kemudian negara,
dalam mengkontrol ‘kebenaran’ {yang
memberi arti penfing bagi diletak-
kannya tradisi berpikir bebas yang
menghasilkan revolusi-ifmu pengeta-
huan_dan.teknelogi pada abad-abad
selanjutnya), dan mulai surutnya
masyarakat feodal di akhir abad
ketujuhbelas, sebagai sejarah yang
sangat penting dalam menentukan
perkembangan sosial, seperti, parle-
mentarisme dan pengakuan terhadap
civil liberties.

Sampai dengan tahun 60-an dan 70-
an, penelitian-penelitian tentang demo-
krasi, sebagaimana ditunjukkan oleh
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ODonneff (1979) banyak didominasi
: .oieh upaya untuk menemukan kondisi-
-':-:kondas_; dan _persyaratan-persyaratan
lainnya - .yang diperlukan  guna
- .munculnya sebuah demokrasi yang
- stabil (Sin, 1894: 136).  Dalam

‘perkembangannya sampai dengan

- dekade lalu, studi tentang demokrasi

‘diwamai terutama oleh upaya untuk

memaham: dinamika dari transisi
'-demokratls dan konsolidasi
(Ackerman, 1992). Hanya dalam

beberapa fahun belakangan ini terjadi
pergeseran arah studi mengenai
demokrasi. Penelitian belakangan ini
memiokuskan perhafiannya pada
peran para pemimpin politik dan elite
strategis lainnya dalam  proses
demokrast.

Dalam hal ini, banyak para ahli ilmu
sosial dewasa ini cenderung uniuk
berpikir bahwa fransisi menuju
demokrasi, khususnya di negara-
negara sedang berkembang, jarang
sekali merupakan hasil dari fakior-
fakior yang digerakkan oleh tindakan-
tindakan politik massa..(Pinkney,
19%4). Dengan kata lain, kesuksesan
dalam proses perubshan dan
konsolidasi menuju demokrasi lebih
banyak ditentukan oleh para elite
politk (Huntington, 1984 dan Liz,
1990)2, di samping perkembangan
politk yang berangsung di tingkat

2 Dalam pemikiran yang lebih mutakhir,
beberapa  kalangan juga menyeriakan
perkembangan di lingkungan elemen-elemen
sirategis dzlam civil  society echagal
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global dan intemasional (Remmer,
1995, dan Uhlin, 2003). Beberapa
bahkan  berargumeniasi bahwa
sesungguhnya demokrasi semestinya
diperiakukan sebagai suatu hasil yang
dapat direkayasa secara - sosial
sepanjang terdapat craftsmanship di
kalangan para elite politk (Palma,
1991). Cara pandang semacam ini
jelas menolak argumentasi vang
menganggap bahwa demokrasi fak
dapat difranplantasikan di tanah asing,
di luar konteks sosial dan budaya di
mana demokrasi itu pada awalnya
dikembangkan.?

Mengikuti argumentasi ini, tulisan ini

mengambil ~ posisi feoretis  yang
mengasumsikan bahwa pada
dasamya perubahan menuju

demokrasi di indonesia akan menjadi
lebih feasible apabila para elite politik
Indonesia sebagai agen perubahan
sosial memiliki peralaten-peralatan
feoretis yang memadai  wntuk
memahami dan teribal dalam proses-
proses transisi demokrasic™ Ini berari,
faklor-faklor  yang™ berhubungan
dengan-budaya dan strukiur politik
tidak  dilihat sebagai  strukiur
operasional yang konstan dan stabil,
melainkan dilihat sebagai arena
diskursus yang dinamis yang melibat-
kan proses-proses Kkonstruksi dan
dekonstruksi dari para individu sebagai
agen, khususnya para elitenya
(Etzioni-Halevy, 1983), daripada
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semata-mata  sebagai
 dari struktur (Birch, 1993).4

 Bukti-bukii empiris terhadap kecen-
demngan semacam ini sebenamya
dapat ‘dilihat ‘dari makin meluasnya
gerakail-gerakan oposisi di Indonesia
yang mulai marak pada awal tahun 90-
an_yang pada dasamya digerakkan
oleh elite dari berbagai golongan,
misalnya  intelekival, mahasiswa,
buruh, dan LSM, daripada oleh
kekuatan-kekuatan yang secara lang-
sung tumbuh dari massa (Sparinga,
19972; Heryanto, 1996; Pabotinggi,
1995). Ini tidak berarti bahwa saya
mengartikan tidak terdapat masalah
yang serius dalam hal itu. Perbedaan
yang besar di antara diskursus resmj
dan diskursus altematif tentang bagai-
mana demoirasi iiu dikonstruksikan
merupakan satu persoalan besar yang
menghadang masa depan demokrasi
di Indonesia.

Dalam uraian-uraian berikut ini, saya
mencoba memfokuskan perhatian
pada isu tentang bagaimana format
politik yang berkembang selama Orde
Baru ini menghasilkan pemahaman
budaya politik yang khas yang ditandai
oleh hadimya interpretasi resmi atas
demokrasi pancasila sebagai basis
legitimasi spiritual dan pembangunan
sebagai basis legiimasi material
(Sparringa, 1997a).

representasi

4 Dryzek dan Berejik:an (2004), mengkon-
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Pemikiran Dasar Orde Baru ten‘&angf |
Demolrasi i

Orde Baru memoiret !ndenesna"-
sebagai aglomerasi kelompok vang
secara etnis maupun kultural sangat
beragam dan yang dengan bangga
diproklamasikan sebagai bangsa yang.
sedang membangun menurut cifa-ciia
yang ferkandung dalam Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Sejak
awalnya, Orde Baru dengan giat menm-
promosikan pentingnya Pancasila,
baik sebagai ideologi negara maupun
sebagai basis kehidupan seluruh
warganya.® Salah satu argumentasi
terpenting vang dikembangkan oleh
Orde Baru fentang Pancasila sebagai
dasar_negara adalah ditekankannya
dogma seniral banwa Pancasila
merupakan Ideologi -~ yang sesuai
dengan “ciri dan kepribadian bangsa”.
Dengan kata Iain, sebuah ideologi
yang mengalami kristalisasi selama
berabad-abad dari bumi indonesia
sendii dan yang kemudian dikem-
bangkan selama masa pergerakan
nasional dan revolusi.8

Dalam™ hal demokrasi, landasan
terpenting  yang  dipakai  untuk
menjelaskan demokrasi yang berasal
dari bumi sendir, yaitu Demokrasi
Pancasila, terletak pada sila keempat
Pancasila (*Kerakyatan yang dipimpin

5 Uraian yang cukup menyeluruh {entang
promosi Presiden Sceharto pada tahun-tahun
awalnya dalam masalah ini, misalnya, dapat
dilihat dalam CSIS (1976).

5 Interpretasi semacam inl jelas menolak = .

klaim bahwa Pancas;ia ditemukan oleh
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nat - sekurang-kirangnya beberapa
dogms dasar yang secara fersirat
maupun dersurat ferkandung -dalam
diskursus resmi Orde Baru fentang
demokrasi ini.  Pertama, prinsip
“mugyawarah uniuk mencapai kata
mufakat” merupakan landasan wnik
dan spesifik yang terdapat dalam
demokrasi Indonesia. Kedua, {prinsip
‘musyawarah/mufakat” ifu mencermin-
kan apa yang dipercaya $ebagai
landasan ideal yang bersumber dari
semangat gotong-royong dan
kekeluargaan vang dianggap sebagai
cerminan sejati dari budaya - politik
Indonesia. Ketiga, dengan ciri ‘gotong
royong dan  kekeluargaan® ini,
Demokrasi Pancasila menolak pemlkir-
an vang dikembangkan dalam demok-
rast liberal Barat yang menempatkan
kepentingan
sentral. Ditluar ifu, adalah penolakan
yang legas terhadap fommat politik
yang menempatkan.oposisi dan konflik
sebagai bagian dari persaingan politik.

Interpretasi atas demokrasi $ema-
cam itu jelas tidak dapat dipisahkan
dari pemikiran Soepomo fentang
negara integralistik. Secara singkat,
Scepomo  mengidealkan  adanya
persekutuan sempuma di antara
pemimpin dan yang. dipimpin—sebuah
persekutuan spiritual yang diikat oleh
semangat kekeluargaan {(Bouchier,
1996 dan Soepomo, 1990). Sebuah
integrasi fotal di antara negara dan
masyarakat  yang mengutamakan
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baﬂgan Konsep integralisme Soepa-é
mo ini menjadi sesuatu yang sangat
penfing uniuk menjelaskan bangunan.
dasar dari budaya polilk vang
dikembangkan oleh Orde Baru selama
awal hingga akhir pemerintahannya, .

Kebutuhan untuk  membangun
moraliias politik semacam ini menjadi
mendesak seielah Orde Baru pada-
{ahtin-fahun awalnya mencoba mem-
bangun sebuah format politk vang
sangat kentras dari format politik yang
betkernbang sebelumnya: Demokrasi
Liberal 1980-an dan Demokrasi
Terpimpin 1960-an. - Legitimasi politik
menjadi sebuah proyek besar yang
secara sadar dibangun oleh Orde Baru
dalam dua dekade periama kekuasa-
annva.  Walaupun demikian, diperiu-
kan penjelasan yang sedikii banyak
menyinggung perkembangan sejarah
politik sebelurmnnya untuk sampal pada
kesimpulan-kesimpulan yang cukup
memuaskan.

Perkembangan Diskursus Resmi
Orde Baru fentang Demokrasi:
Negara Mengambang dan Hegemoni

Walaupun  hingga paruh  90-an
jumlah klas borjuis bumiputera telah
makin meningkat dibandingkan masa
sebelumnya, saya sendin agak sulit
unfuk menerima klaim bahwa telah
hadir klas menengah bumiputera’
yang sesungguhnya karena salu

¥ Secara sengaja saya menghindarkan
penyebutan istilah pribumi karena konotasi
rasisme yang terkandung dalam istilah Hu;
akan gantinya saya menggunakan istiiah
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alasan penting. ~Sebagian-besar dari
mereka  bukan _perlumbuh- - alas
kekuataan sendiri—satu syarat penting
dalam pertumbuhan klas boruis di
Barai—melainkan  terutama  karena
bantuan fasiliias ‘pemerintan. Dapat
diperkirakan sebelumnya bahwa klas
semacam il fidak mampu mengem-
pangkan garis politiknya sendiri karena
keterganiungan yang luar biasa pada
negaraS—sebuah  keadaan yang
menyulitkan berkembangnya kekual
an-kekuatan sosial yang nyata dalam
rmasyarakat.

Ketiadaan kekuatan yang nyata
dalam civil sociely? sesungguhnya
merupakan fenomena umum sejarah
politik Indonesia.  Secara ekstim
bahkan dapat dikaiakan  bahwa,
negara (sfate} lebih dulu hadir
sebelum masyarakat (civil society)—

3 Yan MNiel (1984}, misalnya, percaya
bahwa kata ‘iklas menengah’ yvang beriaku di
Indonesiz  sebenamya  memjuk  pada
kelompole-kelompok berpenghasilan  mene-
ngan yang terdin atas adminstrator, gurn /
dosen, manajer, dokter, penasehat hukum
dan kelompok profesional lainnya,

9 Secarz sadar saya memang memilib
istilah ofvif sociefy di {engah perdebatan
inteleidual di Indonesia belakangan ini
tentang adakah istilah masyarakat madani iu
dapat dianggep menjadi istileh pengganii
untuk civil society. Keengganan saya untuk
memasuli area Hu bukan terietak pada
masalah semantil tefapi pada isu di sekitar
pertanyaan teniang adakah rujukan sejarah
yang kerap dipakai oleh eksponen penggagas
istifah itu memang sungguh mencerminkan

ciri yang hakiki yang diwakili oleh konsep

civil society sebagaimana ditemukan dalam

teks sosiolegi pada khususnya dan #mu-ilmu
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sesuatu yang sangai. janggel jika
dibandingkan dengan sejarah lahirnya -
negara di masyarakat Baral. Walau-
pun ferjadi variasi intensifas yang
menjelaskan periumbuhan civil sociely
di Indonesia (cukup menonjol di tahun
1950-an, surut dalam era Demokrasi
Terpimpin, dan kemudian melemah
dalam awa! Orde Baru), secara uraum
dapat dikaiakan bahwa Negara
merupakan unsur dominan  dalam
perkembengan  iiu  (Bandingkan
dengan Bembard (1993). Fenomena
ini sangat menonjol dalam era Orde
Baru yang lanir - segera seielah
runtuhnya rejim Soekame.

Segera setelah berkuasa, Orde Baruy
secara sistematis melakukan pelernati-
an elemen-elemen peniing vang
meniadi basis dari ‘politik massa’ dan
‘politik  aliran'~—sebuah politik vang
dalam berbagal kesempatan sering
saya sebut dengan politik ‘depolitisasi
poiilik massa’ (gepofiization of mass
politics) (Sparringa, 1997b dan 18S7¢).
Langkah ini segera disusil dengan
penyederhanaan paitat di awal 1970-
ai,-penerbitan fima Undang-undang
Politik termasuk penetapan Pancasila
sebagal ‘salu-satunya asas' pada
pertengahan 1980-an.  Apa vyang
dilakukan Orde Baru sebenarnya tidak
saja mempersempit ‘tuang gerak’
{etapi juga ‘ruang diskursus' politik.

Orde Baru memang merupakan
sebuah kontras terhadap rejim-rejim
sebelumnya:  ‘Demokrasi  Liberal
(1950-1959) dan ‘Demokrasi
Terpimpin’ (1959-1665). Orde Baru



- ‘bangun citra dirinya melaluipendefini-
sian secara dismeteral tethadap rejim-
rejim itu: ~kesiabilan poliik—dilawan-
kan . dengan< chaos yang . dianggap
menjadi. .¢ii  menonjol -Bemokrasi
Liberal £ {misalnya jatuh bangunnya
pemerintah - vang kadang hanya
berumur 3  bulan);, konstitusional—
dilawankan ~~ dengan apa  vang
‘dianggap sebagal penyelewengan
Pancasila dan UUD45 {misalnya,
Nasakom, presiden seumur hicdup di
masa Demokrasi Terpimpin, dan
sistem pemeriniahan parlementer di
masa Demokrasi Liberal), pembangun-
an—dilawankan dengan kemunduran
gkonomi pada masa Demokiasi
Terpimpin  (misalnya,  inflasi - yang
mencapi 800%), dan sebagainya.
Jargon “Politik, MO! Pembangunan,
YESP. vang sungat populer -di
periengahan 14/5-an itu merupakan
contoh vang baik untuk menggambar-
kan usaha Orde Baru membangun
citra  dirinya,  sebagai  'Orde
Pembangunan’ (Heryanto, 1988 dan
1996, van Langenberg,, 1990 dan
1998).

Apabila ‘politik massa’ dan ‘politik
aliran’ menjadi ciri yang dilekatkan
pada rejim-rejim sebelumnya, Orde
Baru tampil dengan format politik yang
sama sekali berbeda, yang menjadi
kontrasnya: sebuah negara
mengambang. Sebuah negara yang
mempresentasikan  dirinya  sebagai
wakil sejali dari seluruh kepeniingan
individu, kelompok maupun golongan.
Sebuah negara yang ofonom terhadap
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berkembang  dalam, masyarakat.
Sebuah negara yang mengharamkan.
politik massa dan politlk aliran. yang
tumbuh dan berakar pada kekuatap-
kekuatan nyala dalam masyarakaf.

Sebuyah negara yang  dalam
perkembangannya juga lelah
melahirkan  ‘{urunan-urunan’  bary
yang serba mengambang: elile
mengambang, pariai mengambang,
ormas mengambang, pers
mengambang, dan intelektual
mengambang.  Bagi saya, vyang

mengambang bukan massa (vang
dalam konsep resmi Orde Bamu
disebut dengan foaling mass’, tetapi
negara.lt

Saya sendiri agak keberatan
menyamakan sepenuhnya konsep
negara ofonom ini dengan negara
mengambang ferutama karena dalam

kenyataannya Orde Baml juga
memasukkan pemikiran Scepomo
fenfang  ‘'negara integral  yang
mengandaikan  persekutuan _.yang

sempumna di anfara pemimpin dan
yang dipimpin.  Sebuah Kkonsep
negara kekeluargaan yang
dibayangkan menjadi cifi khas dari
masyarakat Indonesia  (Bouchier,
1997). Interpretasi Orde Bary aias
pemikiran Soepomo dalam kenyataan-
nya juga telah makin mengaburkan

" Dalam  teori-tecri  sosiclogi  tentang
negara, konsep negara mengambang sangat
dekat dengan konsep ‘negara ctonom’ {sfate
aufonomy) yeng rujukan empiriknya dapat
ditemukan saat von Bismarch {1815-1898)
menjadi pemimpin Jerman Raya (1874-1890).
Wmmmamm gy edemenmens  wpmmmew  oigeesbrgge



batas ‘di antara negara«(sfafe) dan
masyarakat {civil .~ Sociefy}—sebuah
keadaan yang-makin tidak mengun-
tungkan bagi usaha memperkuat civil
society yang memang sejak awalnya
tidak pemah kuat Sebuah kondisi
yang dalam perkembangan di fahun-
fahun  berikutnya  mengakibatkan
berpagai hambatan strukiural dan
kuliural bagi berkembangnya konsep
dan praklik demokrasi yang  lebih
stabil, -

Keliadaan, atau lemahnya, basis
sirukiural yang menopang demckrasi
mengakibatkan subumya interpretasi
kuttural yang memberikan legitimasi
poliik bahwa “demokrasi yang Kita
buluhkan memang unik dan spesifik”.
Walaupun = demikian, legifimasi
demikian itu jelas kalau tidak datang
begitu saja dan langit. Legitimasi
- harus dibangun atas dasar pengakuan
rakyat. Menariknya, Orde Baru tidak
melakukannya dengan mengeksploita-
si nilai-nilai kuliural semata namun
juga memanfaatian. basis legitimasi
materialisme melalui pembangunan
ekonomi, Sebuah konsep yang dalam
perkembangannya menjadi  ideologi
materialisme mendampingi ideologi
spiritual yang diperolehnya dengan
memaniaatkan interpretasi Soepomo
dalam konteks strukiural negara
mengambang.

Sampai sebelum ferjadinya krisis
moneter, banyak kalangan mengakui
bahwa Orde Baru memang telah
mencapai banyak prestasi ekonomi
yang patut mendapat pujian. Rata-
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fahun berkuasa memang menakjub-
kan; rala-rata 7%, bahkan pemah
mencapai 8-10% utamanya. pada
tahun-tahun dekade perfama. Saya
sendiri tidak menampik kenyataan i,
Bahkan dapat dikatakan bahwa Orde
Barusesungguhnya memang telah
menjadiken pembangunan ekonomi
sebagai basis utama bagi pembentuk-
an legitimasi politik rakyat. Pemba-
ngunan (ekonomi), dengan kata lain,
menjadi pilar legitimasi Orde Baru. -

Tidak salah kalau disebut bahwa
sesungguhinya Orde Baru ini iidak
pemah menjanjikan yang lain-lainnya
selain  keberhasilan  pembangunan
ekonomi.” Keberhasilan pembangunan
ekonomi menjadi ukuran  paling
penting unfuk mengukur capaian dan
karenanya juga legitimasi rejimy ini di
depan rakyat. - Lihat saja, misalnya,
pidato - kenegaraan Presiden yang
sefiap tahunnya dilakuken di depan
DPR itu. Hampir seluruhnya menyebut
angka-angka yang menceminkan
prestasi di bidang itu._" Kalaupun
terdapat angka-angka yang mencer-
minkan,-misalnya, prestasi Orde Baru
di sekior kesejahteraan  sosial
{dibangunnya rumzh sakit, sekolah,
tempat ibadah, dan sebagainya) itu
pun dilihat sebagai akibat dari
kemampuan ekonomi negara vyang
meningkat yang pada gilirannya telah
memungkinkan negara menyisihkan
sebagian anggarannya unfuk itu.
Demokrasi, memang tidak pemah
menjadi  bagian penting dalam
manajemen politik janji Orde Baru.



~Pembangunan  sebagai -ideologi
sentral - Orde  Baru  dalam
kenyataannya telah membangunkan
citra diri bangsa ini. Apa yang
dilakukan .oleh negeri ini di bawan
Orde -Bary seakan-akan hanya sah
kalau mempunyai kaitan dengan yang
satud ju: . pembangunan. Kata
“‘Pembangunan” itu sendii bahkan
telah  menciptakan reafitas  sosial
tersendiri yang “menyelimuti seluruh
suasana kebatinan bangsa’. ~ Tidak
berlebihan kiranya kalau disebut
bahwa yang sesungguhnye menjadi
asas funggal negeri int  adalah
‘pembangunan’. Banyak orang
merasa lidak nyaman dengan suasana
ini  karena dalam  kenyataannya
realitas sosial ini telah mengurangi ari
(devaluasil, menyingkirkan (marginali-
sast), atau bahkan membungkamkan
- (sifencing) banyak hal penting lainnya
dan iebih penting dari itu: felah
mengakibaikan kita menjadi tidak kritis
lagi dengan makna dan proses-proses
pembangunan. Sulit disangkal bahwa
sebagai suatu konsep;. pembangunan
ekonomi sesunggunnya mempunyat
banyak arti yang di dalamnya
mengisyaratkan filsafat, asumsi dan
model tertentu.

Arti ‘Pembangunan’ yang dipilh oleh
Orde Baru ini pada dasamnya dapat
dibayangkan seperti hal berikut ini:
mekanisme pasar menjadi peneniu
utama dari kegiatan ekonomi dan yang
diorientasikan pada pertumbuhan.
Walaupun ciri ini merupakan hal umum
yang terdapat dalam sistem ekonomi
kapitalis, harus dicatat bahwa negara

Orde Baru juga-menjadi salah satu
akior ekonomi utama—saiu ciri khusus -
yang pada umumnya tidak kita linat di
negara kapitalisme Barat  Adalah
sebuah ironi bahwa apa vang Kita
capai dalam lapangan ekonomi
selama ini harus dibayar dengan
akibat tidak berkembangnya instiusi
sosial yang dalam sejarah kapitalisme
moderen Baral v justru menjadi
penggerak utama dari ekonomi.

Orde Baru memang membayangkan
sebuah paradigma pembangunan
yang mempercayai - infra  strukiur
ekonomi pasar dapat bekembang
fanpa sokongan Iinffastrukiur sosial
politik yang memfasilitast perkembang-
an civil sociely yang kuat. Pandangan
ini memang merupakan  sebuah
koniras ferhadap pengalaman Barat
yang memperiinatkan bahwa inira-
struktur ekonomi dan politik umbuh
bersamaan: yang saly dianggap
sebagai prasyarat yang lain. Sebalik-
nya, lerdapat kepercayaan yang
meluas di kalangan eiite Orde Baru
pada wakiu iy bahwa perkembangan
ekonomi pasar.dapat disokong oleh
infra-struktur politik iokal yang bersifat
unik dan spesiiik itu. .

Dengan pola yang mirip, Orde Baru
membangun konstruksi sosial yang
amat khusus ientang demokrasi.
Demokrasi  dikonstruksikan  dalam
konteks interpretasi sejarah yang
khusus, vyakni sebagai sebuah
pengaturan kehidupan bersama yang
sandaran filosofisnya dilekatkan pada
interpretasi  Orde Baru  mengenai
aiaran Snennmo fentena ‘neaara



integral(istik)”. Apabila ‘pembangunan’
dijadikan ssbagal basis legitimasi
material ‘maka  Demokrasi Pancasila
dipakai sebagai basis spritualnya.
Kedua moralifas polifik semacam itu
memang hanya mungkin berkembang
apabila negara relatif otonom terhadap
kekuratan-kekuatan nyala  yang
berkembang ‘dalam  masyarakat.
Negara mengambang pada kenyata-
annya memang felah memberikan
basis yang ideal bagi tumbuhnya
moralitas demokrasi yang memberi
tempat penting pada interpretasi
kultural sebagaimana felah diuraikan
di depan tadi.

Mengikuti uraian-uraian sebelumnya
jelas ierkesan penolakan saya yang
kuat terhadap penjelasan kultural yang
membayangkan seakan-akan moral-
itas “demokrasi itu tegak di atas
landasannya sendin. ltu berarti bahwa
pemahaman ferhadap budaya politik
Orde Baru semestinya memperhatikan
arena struktural yang berkembang
selama kurun wakiu, itu. Interpretasi
resmi atas Demokrasi Pancasila yang
menegakkan prinsip bahwa demokrasi
liberal Barat itu tidak cocok dengan
budaya dan karakter nasional sudah
sewajamya dilihat dalam konteks
strukiural yang  khas: negara
mengambang. Negara mengambang
memang  tidak  memungkinkan
bertumbuhnya pemikiran politik yang
memberi tempat sah bagi, misalnya,
budaya  oposisi dan  konflik.
Pemberian suara sebuah organisasi
peserta pemilu pada lainnya yang
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apapun mofif yang mendasannya
menjadi sebuah praktix pelitic yang
dengan sendirinya dapat disahkan
karena penonjolan ciri kekeluargaan.
“Kemitraan politik”, daripada konirol,
membukakan jalan bagi pembekaian
anggota DPR oleh lembaga vang
diprakarsai oleh eksekulif. Sebuah
praktik. ~ budaya  polik yang
kefihatannya janggal dalam pemikiran
Barat teniang Demokrasi namun
menjadi  mudah dimengerti  dalam
perspeklif negara mengambang Orde
Baru.

Demokrasi Sebagai
Konsepsi Politik Giobal

Sebagal sebuah Konsepsi politik,
demokrasi dapat dilihat dari berbagai
dimensi. Dalam makna yang demikian
ini, menjadi  mudah dimenger
mengapa ferdapat begiiu banyak
definisi tentang demokrasi.?  Dalam
pengertian  yang . paling klasik2,
demokrasi sekurang-kurangnya diaiti-
kan sebagai "pemerintahan dari, oleh

| :Sé_buah

1 _Dalam-bentuk yang paling mutakhir,
tulisan-tulisan vang membzhas demokrasi
bahkan telah membayangkan demokrasi
sebagai sebush sistem politik vang
mengintegrasikan negara-negara  bangsa
pada tingkat global dengan sebutan
cosmopolitant model {Held, 1685} Perspektif
yang lain, membayangkan demokrasi sebagai
institusi yang tidak terpisahkan dari ekonomi
pasar glebal dengan sebutan inclusive
democracy (Gezerlis, 2003).

# Dalam konsspsi yang paling klasik,
gagasan tentang demokrasi telah muncul
dalam pikiran Plato keiika membayangkan
bagaimana  kemaslahatan  publikk  itu
anmrmantimyee Almtetapaliomailiom Mdolopm pasars



‘dan - untuk  rakvafy”  Dalam
. perkembangannya,definisi ini akhimya
harus ‘menerimg  ‘masukan’ prinsip
perwakilan-~Sesuait yang sebenamya
dengan . enggan  harus  citerima
kemudian karena alasan pengawasan
langsiing -~ menjadi  hampir  fidak
mungkin dikerjakan dalam masyaraiat
yang iclalif  jauh  lsbih  besar
dibandingkan dengan masyarakat di
negare-nagara kota dari mana konsep
demolrasi i dilahirkan, Sejek saat
ity prinsip perwakilan merupakan hal
yang melekat dalam demokrasi.

Prinsip perwakilan = sebagaimana
dimengertt sekarang  sesungguhnya
juga felah mengalami  sejarah
perkembangan vang panjang (fihat

Held, 1993). Dalam masvarakat
demokratis  pra-kapitalis,  prinsip
perwakilan hanya merujuk  pada

sejumial kelompok kecil masyarakat.
Walaupun, ferdapat pemilihan wakil-
waril ‘rakyal, sestunggunnya yang
memiliki  hak “wemiiih dan dipilih
hanyalah lerbatas™wpada kelompok
bangsawan dan pemilik ianah. Hu pun
sering hanya unfuk menghasitkan
parlemen yang sampai batas-batas
terfeniu  tidak lebih dari sekedar
sebagal pendamping kekuasaan para
rala.  Di Eropa, dua kelompok
masyarakat inilah yang sampai pada
akhir Abad-18 meniadi Kklas sosial
yang secara  ekslusif  memiliki
previledge dalam sistem perwakilan.

Hanya menjelang peralihan Abad
ke-20  belakangan  ini  prinsip
perv\{akiian semacam itu mengalami
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perwakilan  pada “wakhimya juga
mencakup rakyat dalam arfiyang lebih
luas. Tidak saja para pemilik modal,
tuan fanah, dan bangsawan, namun
juga rakyat ‘bDiasa’, seperi bumh
misalnya, dapat memiliki hak pilih dan
dipilih. . Hingga pertengahan abad ini,
prinsip ifu didorong lebih jauh wniulk
kemudian juga mencakup wanita dan
kelompok-kelompok  minoritas  vang
sebelumnya dianggap menjadi warga
negara klas kedua.

Perubahan vang  digambarkan
sebelumnya merupakan serangkaian
peristiwa sosial yang digerakkan oleh
berbagai kekuatan-kekuatan sosial,
politik, ekonomi, dan bahkan teknoiogi,
yang berjalan secara gradual dan
saling beriemali. Pemzhaman
terhadap pergeseran makna
perwakilan ~dalam  demokrasi jelas
hanya mungkin dipahami dengan
memuaskan apabila terdapat
perhatian yang memadai terhadap
perkembangan sejarah, Sebuah
perkembangan sejarah yang didorong
oleh kekuatan-kekuatan nyata dalam
masyarakat™ yang akamya bahkan
mungkin harus dirujuk beberapa ratus
tahun sebelumnya. Berbagai peristiwa
sejarah penting yang teradi pada
peralihan milenium yang lalu, seperii
berdirinya univesitas modem periama
di Salermo, ltali, pada Abad ke-S vang
kemudian disusul dengan berdirinya
Universitas Paris pada 1150 dan
beberapa universitas di belahan Utara
lainnya seperti Oxford dan Cambridge
di akhar Abad ke—12 merupakan



-~ intelekiual

- _menyumbangkan teqadznya reformas;
di- Abad * Perfengahan.
‘Sebuah perubahan  yang kemudian
ikut ‘memberikan sumbangan dalam
_.pe!etakan dasar-dasar penting bagi
ierjad;nya Revolusi Industri yang pada
ujung-ijungnya melahirkan liberafisasi
‘ekonomi, politik dan budaya; pada
awalnya di Eropa, kemudian menyebar
ke berbagai belahan dunia lainnya.

. Ketka parlementarisme  menjadi
mode of politics dalam demokrasi yang
dikembangkan oleh masyarakat Eropa
pada Abad ke-18 dan ke-19, terdapat
sejurnlah - pertanyaan-pertanyaan
besar yang digjukan oleh publik
teniang isu kedaulalan rakyat.
Pertanyaan-pertanyaan tentang
siapakah yang disebut dengan ‘rakyat’,
atau ‘perwakilan dan keterwakilan
rakyat, dan semacamnya, meng-
gerogoli  kepercayaan-kepercayaan
orang tentang apakah parlementaris-
me dalam “kenyataannya merupakan
ideal dari demokrasi. Persoalan ini
menjadi mengedepan. ketika apa yang
dibayangkan oleh parlementarisme
ketika itu sesungguhnya tak lebii"dan
demokrasi yang sangat elitis karena
hanya melibatkan sebagian golongan
masyarakat kecil saja.

Gerakan-gerakan yang lebih populis
yang inisiatiimya diambil oleh klas
menengah, utamanya  kelompok
intelektual, yang berkoalisi dengan
kelompok tertindas, utamanya buruh
industri dan petani miskin sepanjang
abad itu, felash menggoyahkan
kepercayaan sebagian orang terhadap
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pergolakan yang “lama itu pada "

akhimya menghasilkan koreksi yang -

mendasar  terhadap demokrasa
parlementarisme. Tidak ‘saja-
berkembang kepercayaan baru bahwa.
apa yang dimaksud dalam konsep
‘rakyat’ dan ‘perwakilan’ hams
menyertakan proses-proses demokrasi
yang adil bagi semua orang, namun

juga kepercayaan bahwa pada
akhimya demokrasi hanyalah
bermakna apabila pengakuan

terhadap hak-hak sipil individu ltu
diberikan dan dihormati. :

Dalam  konteks sejarah  yang
demikian  inilah  kemudian terlahir
konsep civil liberties melengkapi
parlemantarisme  dalam  usaha
membangun demokrasi yang
sesungguhnya.  Dengan demikian,
masalah  demokrasi tidak lagi
dipandang sebagai sekedar persoalan
ada tidaknya (atau berfungsi tidaknya)
paremen namur juga ada fidakaya
pengakuan ferhadap hak-hak individu
untuk ikut menentukan bagaimana
kekuasaan itu dijalankan. Terdapat
pergeseran~yang sangat mendasar
tentang bagaimana kemudian
demokrasi ity diprakiikkan: dari
orientasinya  yang kuat kepada
parlementarisme elite menuju
parlementarisme populis dan
pengakuan ferhadap civil liberties.
Mengikuti pandangan yang demikian
itu, demokrasi diartikan tidak saja
tersedianya parlemen, partai-partai
politik berikut pemilihan umum yang

adil dan jujur, namun juga pengakuan
[UYPRNr. W (RSN TRy DR M JEN-SUR L. T
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© gendiri-sendiri - maupun.kelompok,
unfuk = menyatakan’ pikiran - dan
pendapatnya dan secara langsung
bempartisipasi dalam uszha
mempengaruhi  proses  pembuatan
keputugan publik.

Tumbuhnya iradisi berpariai dan
berorganisasi  politik, termasuk di
dalamnya  mendirkan  organisasi-
grganisasi - kepentingan  dan  pers
bebas, - sesungguhnya  merupakan
rangkaian perisiiwa sejarah yang amai
khusus. Tradisi itu jelas mengambil
jalur yang Dberbeda dari fradisi
parlementarisme awal  sebagaimana
digambarkan di muka {adi. Semeniara
pailementarisme  digerakkan  oleh
kepentingan-kepeniingan elite,
khususnya pemilik tanah, modal dan
golongan bangsawan, civil liberlies
lebih*, banyak  dihasilkan  oleh
perjuangan kelompok yang teriindas
dan kelompok-kelompok lainnya yang
merasa terancaim olen Kualnya prakiik
demokrasi elitis.wInilah apa yang oleh
banyak para ahli sejarah dan ilmu-ilmu
sosial dilihal sebagal “sumbangan
ierpenting dari aliansi golongan klas

menengah dan bawah terhadap
demokrasi  moderen  (Sparminga,
2001).

Sebagai konsep maupun prakiik,
demokrasi terus mengalami perubah-
an. Walaupun demokrasi moderen
yang dikembangkan sejak afaran
tentang “Kontrak Sosial’ dan “Trias
Politica”  hingga  Abad-19  telah
meletakkan dasar-dasar peniing bagi
tema-tema kunci di seldtar 'kedaulatan
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supermasi - hukum;=, penghalusan
demokrasi pada kenyalaannya terus.
barlangsung hingga awal abad-20.
Prinsip kedaulatan rakyat sebagai-
mana ditandai oleh hadimya pemilihan
yang jujur uniuk menentukan wakil-
wakil _rakyat melalui parial politik,
dalam perkembangannya tak luput dari
berbagai korcksi. Prinsip ‘mayoritas
melalui pemilihan umum’ (yang dalam
banyak tulisan lain sering juga disebui
dengan mafority rule) secara ideal
memang dapat memberikan jaminan
terhadap dihormatinya prinsip ‘rakyat
berdaulat’,

Namun terdapat persoazlan besar
kelika ‘masyarakat  berkembang
menuju  masyarakai = yang  lebih
kompleks dan plural. Perkembangan
iimu pengetahuan dan ieknologi yang
mendorong — revolusi  indusii  dan
komunikasi tidak hanya mengakibat-
kan Dberkembangnya xepeniingan-
Kepentingan xhusus yang diehitkan
oleh spesialisast dan diversifikasi
sosial, namun jugae telah_mengakibat-
kan masyarakal menjadi  lebih
heterogendalam ariian sosial dan
budaya. Bergabungnya masyarakat-
masyarakat lokal ke dalam satuan-
satuan negara nasional yang terjadi
awal hingga periengahan Abad 20
merupakan ilusirasi yang baik untuk
menggambarkan kecenderungan iu.

Apabila prinsip ‘mayoritas melalui
pemily pada awalnya  dapat
menyelesaikan  hampir  seluruh
persoalan yang berdimansi kekuasaan
negara dan rakyat, tidak lagi demikian



‘pengertian - it - dihadapkan  oleh
kenyataan - kemajemtkan sosial dan
budaya. Dengan kata fain, apabila
pada’ ‘awalnya pemenang pemilu
dengan sendirinya dapat dipandang
sebagai wakil sah dari rakyat untuk
menjalankan . kekuasaan —menurut
mandat rakyat yang diwakilinya, maka
tidak demikian halnya ketika pemilihan
umum selalu menyisakan _sebagian
kelompok masyarakat minoritas dalam
artian - sosial, budaya, poliik dan
ideologis sebagai akibat dari proses-
proses sosial dan sejarah vyang
digambarkan tadi.

Dalam artt yang demikian itu,
demokrasi mendapat dua ruh barunya:
pluralisme  (pengakuan _ terhadap
keragaman) dan foleransi {pengharga-
an ternadap keragaman). — Prinsip
mayoritas melalui pemilihan umum
tanpa “disokong oleh pluralisme
hanyalah ‘akan membawa demokrasi
ke dalam Fasisme. Munculnya Hitler
dengan Partai Nazi-nya merupakan
contoh yang baik untuk memperiihat-
kan bagaimana demokrasi.. yang
mengandalkan pada prinsip ‘mayoritas
melalui pemilihan umum’ semata akan
melahirkan  Fasisme. Sementara
diabaikannya penghargaan terhadap
perbedaan hanya akan melahirkan
kaos dan anarki. Sampai batas-batas
tertentu, India merupakan contoh yang
cukup baik untuk memperfihatkan
bagaimana demokrasi yang bertumpu
pada pluralisme tanpa toleransi hanya
_akan melahirkan instabilitas dan
bahkan kekerasan.

EE

Negara-negara bekas+jajahan yang
memperoleh  kemerdekaan “setefah -
Perang Dunia 1| merupakan conioh -
yang ideal uniuk menggambarkan
rumiinya pertalian sosial dan budaya
dari = sebuah masyarakat—sebuah
keadaan - yang kian mendesakkan
kebutuhan akan pentingnya pluralisme
dan ftoleransi sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari demokrasi.
Negara-negara ini memiliki ciri yang
amat spesifik: mereka dibangun bukan
pertama-tama atas kesamaan budaya
seperti ras, etnik, afau bahasa,
melainkan oleh kesamaan
pengalaman _ sejarah  semata-mata,
Dalam konteks Indonesia, sebenarnya
fidak ada alasan objekiif mengapa
orang-orang di Aceh, Kalimantan,
Flores, atau lrian misalnya, untuk
menjadi -satu bangsa yang. disebut
Indonesia. Tidak saja mereka berbeda
dalam bahasa, adat dan tradisi namun
sefing juga bankan ras dan agama—
sebuah kombinasi perbedaan ‘yang
sering  melahirkan ~ perpecahan
daripada persatuan..~‘Apabila dalam
kenyataannya kemudian ‘masyarakat-
masyarakat lokal' dari Sabang hingga
Merauke itu menyatakan diri sebagai
anggota dari sebuah ‘nasion’ baru,
Indonesia, jelas itu karena didorong
oleh kepercayaan dan tekad untuk
bersatu. Sebuah nasionalisme spesifik
yang menurut asalnya sangat berbeda
dengan nasionalisme masyarakat
Eropa yang dibangun sebelumnya.

implikasi dari keadaan yang
digambari_(an tadi adalah, demokras?



'hubuszgan state (negara) dan il
sociely (masyarakat) namun juga soal
hubungan ~ civikcivil  sociely  (lihat
Suparlan, '2004). . Sementara vang
pertama (sfate-civil sociely) membica-
rakan -soal - bagaimana masyarakat
mempunyai- akses -yang ‘memadai
unitk ~ mengkontrol - bagaimana
kekuasaan ifu dijalankan oleh negara,
yang ‘kedua (civil-civil  sociely)
menyangkut soal bagaimana
kelompok-kelompok dalam masyarakat
mampu melihat perbedaan-perbedaan
di antara mereka sebagai sesuafu
yang tidak saja harus diakui namun
juga dihormaii keberadaannya. Cara
melihat demokrasi semacam ini fidak
saja mensyaratkan adanya pemerin-
tahan yang dapat dikontrof oleh
rakyatnya (baik melalui parlemen
maupun institusi demokrasi -lainnya
sepertivmisalnya kelompok-kelompok
kepentingan) namun juga mensyarai-
kan tersedianya kesadaran-kesadaran
baru di kalangan masyarakat sendrri
untuk memperlakukan demokrasi baik
sebagai  iujuan maupun  cara.
Tumbuhnya kapital sosial (sociaf
capital) vang memungkinkan elemen-
elemen sirategis dalam civil society
mengembangkan kesadaran unfuk
mengutamakan dialog atas dasar
hasrat dan kepercayaan yang besar
pada sebuah kehidupan kolekiif,
misalnya, adalah sebuah institusi
penfing dalam sebuah nasion dan
demokrasi.

Tersedianya forum dan media yang
memungklnkan masyarakat mengem-
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sosial vang diperiukan.uniuk mefihat -
perbedaan dan atau konflik. sebagai -
sesuatu yang wajar, merupakan
sebuah keharusan politk dalam
masyarakat majemuk seperii
Indonesia. Hadimya organisasi-
organisasi massa dan pers vang
efekiif, misalnya, merupakan institusi
sosial yang amat sentral tidak saja
bagi = usaha untuk  menjamin
kebebasan berekspresi namun sekali-
gus penlting uniuk menumbuhkan
kepercayaen (frusf)y bahwa semua

warga negara memiliki tanggung
jawab sosial  unfuk  memajukan
kehidupan bersama. Dengan

demikian, perbedaan menjadi sesuatu
yang memperkaya daripada sesuafu
yang menghancurkan.

Prinsip-prinsip - ‘mayoiitas  melalut

pemilihan umuny, ‘pluralisme’, dan
‘oleransi’  sesungguhnya  dapat
dipandang sebagai  satu-satunya
alternatif yang sah tntuk

memungkinkan individu-individu, baik
secara  sendiri-sendir_«" maupun
kelompok, memperjuangkan aspiras
dan-kepentingan mereka dalam cara
dan tujuan yang demokratis. Dalam
pengertian  yang demikian  ini,
demokrasi tidak hanya mensyaratkan
cara atau prosedur untuk mencapai
tujuan tetapi juga tujuan akhir itu
sendiri. Cara dan tujuan merupakan
dua hal yang iak dapat dipisahkan
dalam nilai dan praktik demokrasi.
Membayangkan demokrasi dapat
dicapai hanya dengan menegakkan
prinsip ‘mayoritas melalui  pemilu’
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yang ganjil. - Selain tidak memperoleh

dasar. moral ' yang” cukup . kuat,
demokrasi sematam ifu hanya akan
melahirkan prakiik-praktik politik yang
bertentangan dengan demokrasi itu
sendir./ . Sistem politik yang secara
keseluruhan menjunjung tinggi ketiga
pringip - demokrasi sejati: ‘mayoriias
melalui pemilihan umum’, ‘pluralisme
{pengakuan ferhadap keragaman) dan
ioleransi  {penghargaan  terhadap
keragaman) pada akhimya merupakan
Jawaban ferhadap berbagai persoalan
vang dihasikan  oleh
masyarakat moderen yang majemuk
seperti Indonesia.

Sebagai sebuah konsepsi politik
yang dikembangkan melalui proses
sejarah yang panjang, demokrasi dan
negara-bangsa (nafion state) adalah
dua “hal yang yang mencerminkan

penemuan = moderen  (moderen
inventiony,, yang  bertumpu pada
kepercayaan universal bahwa
demokrasi akan memperkuat

eksistensi negara-bangsa. Walaupun
demikian, iftu tidak beraiti bahwa
demokrasi yang memberi tempat
peniing bagi perbedaan itu dengan
serfa-merta akan  memperkuat
landasan negara bangsa. Terdapat
sejumiah syarat untuk itu. Demokrasi
yang memberi ruang bagi perbedaan
itu pada dasamya hanya akan
perguna bagi kepentingan penguatan
negara-bangsa apabila peluang itu
dipakai semata-mata untuk
memperdebatkan cara yang paling
efeklif untuk mencapai tujuan kolektif

T VO Sy U S D N

sebugh

:. : 34

disepakafi bersama. Apabila ruang itu
juga digunakan untuk memperdebat-
kan bangunan dasar dan tujuan
kolekiif yang bersifat fundamenial
maka demokrasi  hanya  akan
menghancurkan negara-bangsa,
Karena itu, diperiukan kesepakatan
Kolekiif yang kokoh tentang apa yang
menjadi dasar bangunan dan tujuan
dari sebuah negara-bangsa unfuk
membuat demokrasi berguna bagi
kehidupan bersama. Pada fempat
inilah, reformasi untuk demokrasi di
indonesia memiliki fantangan vyang
bersifat khusus, yekni di satu pihak
melanjutkan pembangunan kelemba-
gaan politik di tingkat negara dan di
pihak lain melakukan transformasi
sosial yang diperiukan agar terdapat
kualitas civil sociefy vyang dapat
menyokong usaha untuk memperkuat
gagasan moderen tentang negara
bangsa Indonesia.

Tantangan _lain  yang  iuga
mengedepan dan tak boleh diremeh-
kan adalah hadimya globalisasi yang
menmiliki logika politik dan ekonominya
sendir yang.tidak sepenuhnya sejajar
dengan kepentingan untuk memelihara
hubungan yang saling memperkuat di
anfara demokrasi dan negara-bangsa.
Walaupun tema ini sedikit menjauh
dari pokok bahasan tulisan ini, sangat
penting di sini untuk dikemukakan
bahwa globalisasi ielah mengubah,
sekurang-kurangnya mengancam,
sebagian ajaran dan nilai-nilai esensial
dalam konsepsi politik tentang negara-
bangsa. Tema ini mendominasi
nerashatan di kalannzan abli ilmn eneinl



sejak - awal  90-am: Pokok
~perdebatannya _{erietak di = sekitar
pertanyaan mendasar fenfang adakah
gagasan -hegara-bangsa ity masih
relevans dengan meluasnya dan
menglatnya proses penginiegrasian
secara ekonomi, politik, sosial, dan
budaya dalam sebuah fataran global
beyond nation state.

- Dalam pemahaman sosiologi politik
saya, Indonesia memiliki kebutuhan
yang sangat besar uniuk membuat
reposisi yang lebih jelas tentang
bagaimana negeri ini harus merespon
gagasan-gagasan  besar teniang
demokrasi dan globalisasi di satu
pihak dan di pihak lain melanjutkan
perjalanan  unfuk menyempumakan
dan memperkual gagasan negara
bangsa yang dasar-dasamya telah
diletakkan oleh para tokoh pergerakan
nasional pada abad yang lalu.
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